
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
 

A. INFORMASI BERKALA 

NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI 
PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN 

INFORMASI 
WAKTU DAN TEMPAT 

PEMBUATAN 
BENTUK INFORMASI 

YANG TERSEDIA 

1. Profil Instansi 
Bappelitbangda Tahun 
2024 

Memuat Struktur Organisasi, Jumlah Sumber Daya Manusia, Tugas 
Pokok dan Fungsi Organisasi, serta Komposisi Pegawai 
BAPPELITBANGDA di awal tahun 2024 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi terdiri dari : 
1. Kepala Badan 
2. Sekretaris 
3. Kepala Bidang 
4. Kepala Sub Bagian 
5. Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

4 Tugas, Wewenang dan 
Fungsi 

Peratuan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
BAPPELITBANGDA 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng/ Januari 2021 Softcopy dan hardcopy 

6 SK PPID Pembantu Untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara 
cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

7 Anjab/ABK Dokumen yang memuat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
BAPPELITBANGDA Tahun 2024 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng/ Februari 2024 Softcopy dan hardcopy 

8 Standar Operasional 
Prosedur Bappelitbangda 
Tahun 2023 

Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 
dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah 
berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan 
prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem 
kerja pada unit kerja yang bersangkutan 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

9 DPA Tahun 2024 Dokumen yang memuat belanja setiap OPD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/ Februari 2024 Softcopy dan hardcopy 

10 RKA Tahun 2024 Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 
kegiatan dan anggaran SKPD 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/ Februari 2024 Softcopy dan hardcopy 

11 Perjanjian Kinerja Tahun 
2024 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



12 LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPELITBANGDA  2023 berfungsi 
sebagai bentuk pertanggungjawaban BAPPELITBANGDA yang 
memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target 
dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan 
visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

13 LKPJ Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2023 disusun 
dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

14 LPPD Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan 
daerah urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2023 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

15 Laporan Keuangan  Laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, dengan dokumen 
pendukung yakni : 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi 
anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan 
membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam 
suatu periode 

2. Neraca 
bagian dari laporan keuangan yang berisi mengenai posisi 
aset/harga kekayaan yang dimiliki, posisi utang, dan modal 
pada periode waktu tertentu 

3. Laporan Operasional 
Komponen Laporan Operasional SKPD yang terdiri dari 
Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, 
dikonsolidasikan dengan Laporan Operasional PPKD yang 
terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, 
menjadi Laporan Operasional Pemerintah Daerah 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, 
Koreksi pada Ekuitas, dan Ekuitas (akhir) dikonsolidasikan 

Kepala Sub Bagian Keuangan Benteng/ Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



dengan Laporan Perubahan Ekuitas PPKD yang terdiri dari 
Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, Koreksi pada Ekuitas, 
dan Ekuitas (akhir), menjadi Laporan Perubahan Ekuitas 
Pemerintah Daerah 

5. Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) 
Laporan yang memuat deskripsi dan penjelasan atas 
unsur-unsur yang tersaji pada lembar muka Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

16. Survey Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Tentang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 
2023 

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan kegiatan 
pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik 

Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Benteng/November 2023 Softcopy dan hardcopy 

17. Indeks Pengelolaan 
Keuangan Daerah (IPKD) 
Tahun 2023 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan 

Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Benteng/Desember 2023 Softcopy dan hardcopy 

18. Indeks Kesalehan Sosial 
(IKS) Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 
2023 

Kesalehan Sosial merupakan perwujudan keagamaan yang 
nampak serta dapat diukur melalui tindakan-tindakan sosial. 
Sehubungan dengan kebutuhan atas informasi kesalehan sosial 
sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kinerja 
Kepala Daerah, dan dapat digunakan untuk kebutuhan 
pengetahuan baik secara akademis ataupun kajian yang lain, 

Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Benteng/Desember 2023 Softcopy dan hardcopy 

 

 

B. INFORMASI SERTA MERTA 

NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI 
PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN 

INFORMASI 
WAKTU DAN TEMPAT 

PEMBUATAN 
BENTUK INFORMASI 

YANG TERSEDIA 

1      

2 N I H I L 

3      

 

 

 

 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



C. INFORMASI SETIAP SAAT 

NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI 
PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN 

INFORMASI 
WAKTU DAN TEMPAT 

PEMBUATAN 
BENTUK INFORMASI 

YANG TERSEDIA 

1 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Nomor 10 Tahun 
2009 Tentang RPJPD 
2005-2025 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 
tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD 
untuk setiap jangka waktu 5 tahun 

Kabid perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah 

Benteng/22 Agustus 2009 Softcopy dan hardcopy 

2 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Nomor 2 Tahun 
2021 Tentang RPJMD 
Tahun 2021-2026 

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan 
Selayar untuk periode 5 tahun (2021-2026) yang menjadi 
pedoman penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD). 
Dokumen RPJMD antara lain memuat : 
a. Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan 
b. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 
c. Rencana program pembangunan daerah 
d. Indikator kinerja pembangunan. 

Kabid perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah 

Benteng/26 Agustus 2021 Softcopy dan hardcopy 

3 Perda RTRW Nomor 5 
Tahun 2012 

struktur ruang yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota 
meliputi arahan pengembangan terkait keciptakaryaan seperti 
pengembangan prasarana sarana air minum, air limbah, 
persampahan, drainase, RTH, Rusunawa, maupun Agropolitan 

Kepala Bidang Perencanaan 
Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan 
Perekonomian 

Benteng/Tahun 2012 Softcopy dan hardcopy 

4 Peraturan Bupati Nomor 
14 Tahun 2023 Tentang 
RKPD Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 
2024 

Dokumen perencanan Pembangunan Tahunan yang disusun 
berpedoman pada RPJMD 2021-2026. RKPD antara lain memuat : 
Evaluasi pelaksanaan Pembangunan, Prioritas, target sasaran, 
rencana Program kegiatan, indikator kinerja dan rencana 
kerangka pendanaan 

Kabid perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah 

Benteng/07 Juli 2023 Softcopy dan hardcopy 

5 Renstra 2021-2026 
Bappelitbangda 

Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin 
dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas 
dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan 
perkembangan lingkungan strategis 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/22 September 
2021 

Softcopy dan hardcopy 

6 Keputusan Bupati 
Kepulauan Selayar 
Nomor : 08 /I/2024 
Tentang Penetapan 

Perubahan Indikator 
Kinerja Utama 2021 – 
2026 

Dokumen yang berisikan Tujuan dan Sasaran beserta 4ndicator 
yang akan dicapai mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD 
dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/Tahun 2021 Softcopy dan hardcopy 

7 Rencana Kerja Tahun 
2024 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut RENJA OPD merupaka dokumen perencanaan organisasi 
perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke 
depan 

Kepala Sub Bagian Program Benteng/Januari 2023 Softcopy dan hardcopy 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



8 Buku Profil 
Pembangunan 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Tahun 2022 

Buku Profil Hasil Pembangunan Kabupaten yang menggambarkan 
secara obyektif sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan, 
selanjutnya dapat dijadikan pedoman guna penyusunan 
perencanaan dan perumusan kebijakan tahap berikutnya 

Kabid perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah 

Benteng / September 
2022 

Softcopy dan hardcopy 

9 Keputusan Pengguna 
Anggaran, Nomor 
07/I/Tahun 2024 Tentang 
Penunjukan Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa 
Dalam Lingkup Badan 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Tahun Anggaran 
2024 

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 
Langsung; 

2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk penunjukan 
langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah); 

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai 
paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan 

4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng / 16 Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

 Keputusan Kepala 
BAPPELITBANGDA 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Nomor 04/I/ 
2024/Bappelitbangda 
Tentang Penetapan 
Penempatan Pejabat 
Fungsional dan Pejabat 
Pelaksana Dalam 
Lingkup 
BAPPELITBANGDA 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Tahun 2024 

Sebagai dasar dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengacu 
pada tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat dan Bidang 
masing-masing 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng / 12 Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

 Keputusan Bupati 
Kepulauan Selayar, 
Nomor : 01 / I / Tahun 
2024 Tentang 
Pengangkatan Pejabat 
Pembuat Komitmen 
Lingkup 
BAPPELITBANGDA 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Tahun Anggaran 
2024 

Sebagai dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng / 02 Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

 Keputusan Bupati 
Kepulauan Selayar 
Nomor : 02/I/Tahun 2024 
Tentang Penunjukan 

Sebagai dasar dalam kelancaran dan tertibnya pelaksanaan 
kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 
Anggaran 2024 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng / 02 Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) 
Lingkup 
BAPEPLITBANGDA 
Tahun 2024 

 Keputusan Kepala 
BAPPELITBANGDA 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar Nomor 
09/I/Tahun 2024 Tentang 
Pembentukan Penjabat 
Pengelola Informasi Dan 
Dokumentasi Pembantu 
BAPPELITBANGDA 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar 

Sebagai dasar dalam menyediakan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan 
layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar 
nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi; 

Kepala Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum 

Benteng / 19 Januari 2024 Softcopy dan hardcopy 

 

D. INFORMASI DIKECUALIKAN 

NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI 
PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN 

INFORMASI 
WAKTU DAN TEMPAT 

PEMBUATAN 
BENTUK INFORMASI 

YANG TERSEDIA 

1      

2 N I H I L 

3      

 

 

Mengetahui 

KEPALA BAPPELITBANGDA, 
 
                ^ 

 
 

Drs. H. BASOK LEWA 
Pangkat : Pembina Utama Muda 

Nip. 19640310 198611 1 002 
 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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